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PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia tersusun rapi dan cantik mulai dari Sabang sampai
Merauke. Berjejer dikelilingi ribuan pulau seakan terhias begitu apik dengan
beragam warna tradisi, adat dan kebudayaan masyarakatnya. Negeri yang elok ini
juga kaya akan sumber daya alam yang melimpah dari kekayaan yang tumbuh di
daratan sampai sumber mineral yang paling dalam di lautan. Kekayaan akan
peradaban dan kebudayaan setiap daerah pun memiliki cerita masing-masing
sebagai produk eksistensi kearifan lokal mereka. Produk eksistensi kearifan lokal
dari masing-masing daerah seakan menemani perjalanan perpolitikan baik dalam
skala negara maupun skala kota/daerah. Salah satunya adalah Surabaya.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Selain itu,
Surabaya juga menjadi pusat pengendalian kegiatan politik, sosial, ekonomi,
bisnis dan episentrum pemerintahan bagi Jawa Timur. Tidak mengeherankan
karena Surabaya merupakan ibu kota dari pemerintah propinsi Jawa Timur
sendiri. Sebagai episentrum pemerintahan Jawa Timur, Surabaya pasti mengalami
dampak masa transisi pemerintahan pusat. Kita ingat bahwa tahun 1998, Negara
kita telah terlepas dari rezim otoritarianisme di bawah pemerintahan Soeharto.
Sebuah euphoria bangsa karena telah berhasil meruntuhkan kuatnya tembok
rezim orde baru yang telah 32 tahun berkuasa di negeri ini.

Setelah dua tahun pasca reformasi, Surabaya mempunyai event besar
bertajuk pemilihan kepala pemerintahan kota. Dalam pemilihan ini, pasangan

Sunarto Sumoprawiro dan Bambang Dwi hartono berhasil memegang tampuk



kepemimpinan di tingkat kota Surabaya. Tetapi kolaborasi pasangan walikota dan
wakil walikota ini hanya berumur dua tahun karena walikota pada saat itu,
Sunarto Sumoprawiro meninggal dunia. Peristiwa inilah yang membuat wakil
walikota pada saat itu, Bambang Dwi Hartono naik menggantikan posisi Alm.
Sunarto Sumoprawiro menjadi walikota. Sehingga Surabaya mengalami masa
transisi kepemimpinan pemerintahan di tahun 2002.

Menarik memang melihat sepak terjang mantan aktivis PRRT (Perjuangan
Rakyat untuk Reformasi Total) dapat menjadi seorang kepala pemerintahan
tingkat kota. Bambang D. H. merupakan aktivis PRRT yang gencar sekali
mengawal isu buruh, isu tentang pencabutan dwi fungsi ABRI, adanya kasus
petrus (penembakan misterius), hingga kemiskinan, seolah membuat Bambang
Dwi Hartono mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan
pemerintah yang bersifat represif pada saat Orba (orde baru). Tetapi setelah
tumbangnya rezim Orba (orde baru), Bambang Dwi Hartono seolah ditantang oleh
pak Sutjipto untuk bergerak masuk dalam sistem pemerintahan meluia Parpol
demi usaha untuk memperbaiki sistem negara dalam pemerintahan. Akhirnya,
pada tahun 1999, Bambang Dwi Hartono bersedia untuk maju berpasangan
dengan Sunarto Sumoprawiro dalam pemilihan Walikota/Wakil walikota
Surabaya periode 2000-2005.

Setelah wafatnya Sunarto Sumoprawiro, Bambang Dwi Hartono secara
otomatis naik jabatan menjadi Walikota Surabaya meskipun pada saat itu tidak
didampingi oleh wakil walikota selama periode 2002-2005. Sebuah tantangan
yang berat karena seorang Bambang Dwi Hartono harus menata ulang kondisi

internal dan eksternal pemerintahannya. Penataan kondisi internal dapat dilihat



bagaimana strategi dan cara seorang Bambang Dwi Hartono untuk dapat
meneruskan tongkat estafet pemerintahan Alm. Sunarto Sumoprawiro dengan
menjalankan sistem dan program yang ada, mencoba beradaptasi dengan
pemikiran politik Alm Sunarto Sumoprawiro, sampai membangun citra diri
dengan komunikasi politik secara kelembagaan. Sementara penataan yang bersifat
eksternal dilakukan dengan langkah mencari dukungan dan kepercayaan dari
Parpol yang berada di konstituen, sampai mencari dukungan politik dan jaminan
kekuasaan pemerintahan dari semua unsur elemen pengusung mantan walikota
Alm. Sunarto Sumoprawiro.

Setelah menjadi walikota di masa transisi selama tiga tahun, Bambang
Dwi Hartono seakan membaca peta politik lokal Surabaya. Tahun 2005 Bambang
Dwi Hartono mencalonkan dirinya dalam pemilihan walikota/wakil walikota
Surabaya periode 2005-2010 berpasangan dengan Arif Afandi. Sebuah prestasi
tersendiri bagi seorang Bambang Dwi Hartono karena mampu menjadi walikota
untuk kedua kalinya. Di samping kesuksesan memenangkan pemilihan walikota
Surabaya periode 2005-2010, Bambang Dwi Hartono dituntut untuk mampu
melakukan konsolidasi sistem kelembagaan baik bersifat internal (pemerintahan)
maupun eksternal (kekuatan politik lokal Surabaya).

Hal ini dilakukan agar terjalin stabilisasi pemerintahan di tingkat kota.
Selain itu, bagaimana seorang Bambang Dwi Hartono dituntut untuk mampu
menelurkan produk kebijakan yang populis bagi kota Surabaya terlebih
masyarakat kota Surabaya sendiri. Karena di dalam sebuah pemerintahan, seorang
komunikator politik dalam hal ini adalah Walikota mempunyai keharusan untuk

melakukan sebuah proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi



terhadap aktivitas politik. Dalam sistem politik, komunikasi berfungsi sebagai
penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada supra struktur
(struktur pemerintahan atau the governmental political sphere) politik dengan
infra struktur (struktur masyarakat atau the socio political sphere) politik,
sekaligus sebagai penentu kestabilan politik. Melalui itu pula rakyat mengetahui
apakah dukungan, aspirasi, dan pengawasan itu tersalur atau tidak, sebagaimana

dapat mereka simpulkan dari berbagai kebijakan politik yang dibuat.

B. Fokus Penelitian
Fokus dalam kajian penelitian ini berusaha menjawab permasalahan yaitu:
Bagaimana proses komunikasi politik walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono

dalam birokrasi pemerintahan kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah: Untuk mendeskripsikan dan memahami proses komunikasi politik
walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dalam birokrasi pemerintahan kota

Surabaya

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari kajian penelitian ini diharapkan memiliki daya guna sebagai
berikut:

1. Manfaat Teoritis



a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan wahana untuk mempertajam daya
kritis dan nalar berpikir dalam menghadapi permasalahan terhadap kondisi
sosial politik yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota.

b. Untuk Fakultas Dakwah, khususnya bagi program studi Ilmu Komunikasi
merupakan bentuk sumbangan teoritis dalam bidang komunikasi politik di

Pemerintahan Kota.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai syarat dalam menempuh program strata 1 (satu) pada program studi
Ilmu Komunikasi fakultas dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Sebagai wahana pengembangan akademis dan dalam upaya memahami
praktek-praktek komunikasi yang dilakukan oleh aktor komunikator politik
dalam hal ini pejabat pemerintahan kota. Sehingga dalam materi komunikasi
tidak hanya diketahui dari sisi teorinya saja, tetapi pemahaman dalam
praktek ilmu komunikasi dapat memberikan nilai lebih bagi program studi

Ilmu Komunikasi.

E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
Maksud kajian hasil penelitian terdahulu adalah memuat tentang hasil
penelitian yang pernah ada. Sepanjang melakukan upaya penelusuran hasil-hasil
penelitian terdahulu yang coba diambil titik singgung persamaan dengan
penelitian yang berjudul “Komunikasi Politik Walikota Bambang Dwi Hartono”,

peneliti menemukan kajian hasil penelitian terdahulu seperti contoh di bawah ini:



No Nama Jenis Tahun Metode Hasil Temuan Tujuan perbedaan
Peneliti Karya | Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
1. | M. Zamroni | Skripsi 2007 Deskriptif > Komunikasi p» Untuk > Penelitian
kualitatif politik mengetahui| dalam
dengan komunitas proses komunika
menggunakan | Bang-bang komunikasi| si politik
pendekatan Wetan lebih| politik ini lebih
fenomenologi berfungsi komunitas | mengarah
sebagai Bang-bang | kepada
penghubung | Wetan. proses
antara situasi komunika
kehidupan b g’e‘;"gketahui si politik
politik yang hambatan walikota
ada pada dan dalam
suprastruktur ndukun birokrasi,
(struktur g:os es & yang
pemerintahan komunikasi mengarah
) politik politik kepada
dengan dalam penerima
infrastruktur komunitas | 2" publik
(struktur Bang-bang secara
masyarakat) | oo luas
politik. i terhadap
> Hambatan- prose
hambatan k.o mm;f]fi
yang si politi
ditemukan nya.
adalah
lemahnya
pemahaman
anggota
komunitas
Bang-bang
Wetan
sehingga
kurang bisa
membedakan
antara
mobilisasi
politik
dengan
komunitas
politik, selain
itu beberapa
pemimpin

pemerintahan




menganggap
forum ini
sebagai
ancaman
pemerintahan

F. Definisi Konsep

Agar fokus dari penelitian ini dapat ditangkap dengan baik dan terhindar
dari persepsi yang salah, maka dalam memahami konsep ini perlu adanya
pembatasan pada pengertian judul.

1. Komunikasi Politik

Terminologi komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Communico yang
artinya membagi, dan Communis yang berarti membangun kebersamaan antara
dua orang atau lebih. Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell
dengan menanyakan “siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan
apa akibatnya”. Selain itu, Everett M. Rogers dan D. Lawrence Kincaid
membuat definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di
mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi
dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling
pengertian yang mendalam'.

Asal mula kata politik berasal dari kata “Polis” yang berarti negara kota,
dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup
bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat,

legalitas keabsahan, dan akhinya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat

! Hafied Cangara, Pengantar llmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), him. 20.



dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan
konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan rakyat.
Politik merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi
juga sebagai seni’.

Komunikasi politik menurut Dahlan (1989) ialah suatu bidang atau
disiplin ilmu yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat
politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.
Dengan demikian, komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses
pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi
pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan
tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap
dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik’.

Seorang pemimpin (komunikator politik) dituntut untuk dapat
menjalankan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut
dapat dilakukan apabila mampu menjalankan proses komunikasi politik dengan
baik, karena pemimpin (komunikator politik) dalam menjalankan
kepemimpinan berada dalam lokus suprastruktur politik (lembaga-lembaga
pemerintahan), yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan
organisasi kemasyarakatan). Disadari atau tidak, pemimpin adalah pihak yang
membuat sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang menciptakan
pemimpin®. Hal ini pula yang terjadi dalam kepemimpinan seorang Bambang

Dwi Hartono saat menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan kota Surabaya.

? \nu Kencana Syafiie & Azhari, Sistem Politik Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
2009), him. 6.

3 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: Rajawali Pers,
2009), him. 35.

* Ardial, Komunikasi Politik (Jakarta: PT. Indeks, 2010), him. 74.



Seorang Bambang D. H. mampu melakukan komunikasi serta interaksi yang
lebih aktif dan positif yang bersifat multidimensional guna memajukan kota
Surabaya dengan tidak menanggalkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat arus
bawah (grassroof). Sehingga dapat memunculkan prinsip egaliter dalam
kepemimpinan beliau saat memimpin kota Surabaya.

2. Walikota

Kota Surabaya pertama kali menggunakan istilah walikota sebagai
pemimpin pemerintahan sejak tahun 1945. Sebelumnya, pemimpin kota
Surabaya disebut Burgermeester kemudian berganti Shi Tyo hingga disebut
sebagai Kepala Urusan Haminte sebelum berganti nama menjadi walikota.
Sebutan walikota Surabaya pertama resmi digunakan pada bulan desember
1945, dengan dijabat oleh Mr. Indrakoesoema’. Setelah fase tahun 1945 hingga
memasuki masa orde baru menjelang orde reformasi, Surabaya telah
mengalami pergantian kepala pemerintahan kota/walikota sebanyak tiga belas
kali. Terpilihnya Cak Narto (panggilan akrab Sunarto Sumprawiro) sebagai
walikota Surabaya periode 1994-2000, menjadi masa terakhir pemilihan
walikota di era orde baru karena di tahun 1998, Indonesia telah berganti masa
menjadi orde reformasi.

Pemilihan walikota Surabaya pertama kali digelar pada era reformasi
terjadi pada tahun 2000, dengan melahirkan pasangan Sunarto Sumoprawiro
dengan Bambang Dwi Hartono sebagai walikota dan wakil walikota. Tetapi
setelah dua tahun memimpin kota Surabaya, Sunarto Sumoprawiro meninggal

dunia dan posisinya sebagai walikota digantikan oleh Bambang Dwi Hartono.

3 M. Anis Fathoni dkk, Surabaya in The Book, (Surabaya: Lembaga Publik Wongsongo,
2009), him. xiii.
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Kemudian dalam pemilihan umum secara langsung melalui suara rakyat di
tahun 2005, Bambang Dwi Hartono terpilih menjadi walikota dan berpasangan
dengan Arif Afandi sebagai wakil walikota periode 2005-2010.

Sebagai seorang walikota, Bambang berperan sangat sentral sekali dalam
menjalankan sistem roda pemerintahan kota Surabaya. Walikota berperan
dalam menjadikan posisinya sebagai komunikator politik pemerintahan. Hal ini
harus dilakukan karena dia harus mampu membuat mengendalikan kebijakan
politik yang ada dengan berdasarkan pada peraturan yang ada, menangkap
aspirasi masyarakat untuk dihasilkan menjadi sebuah kebijakan publik,
membangun komunikasi dengan anggota Dewan kota Surabaya, membangun
komunikasi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat guna terciptanya

stabilisasi kota, sampai membuat design pembangunan politik yang lebih baik.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Background ) , ~ N
kultural/Profil »|  Reformasi
Birokrasi )
.
[ Motif Politik }—
s N ~ N
»  Proses Komunikasi Supremasi
Politik Hukum
\. _/
\. J
{ Afiliasi Politik ' _ 4
(— N\
Pelayanan
Publik

f(onsepsi Pengelolaan ]

Birokrasi J Stabilitas
Politik Lokal
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Dari bagan kerangka pikir penelitian komunikasi politik dari perspektif
teori birokrasi Max Weber, peneliti akan mencoba menjelaskan unit analisis
dari realitas politik yang mempengaruhi jalannya proses komunikasi politik
sehingga mampu menjelaskan hasil yang berupa hasil dari proses komunikasi
politik. Peneliti mencoba menggambarkan realitas politik yang sesungguhnya
merupakan sebuah hal yang melatar belakangi Bambang Dwi Hartono saat
menjabat sebagai walikota Surabaya. Sehingga memunculkan bentuk ousput
dari proses komunikasi politik walikota Surabaya.

Realitas politik yang digambarkan penelti adalah background kultural/
profil, motif politik, afiliasi politik, dan konsepsi pengelolaan birokrasi. Pada
unit analisis dari realitas politik yang pertama mencakup mengenai profil
secara keseluruhan Bambang Dwi Hartono sebelum menjabat sebagai walikota
Surabaya. Hal ini digunakan untuk melihat ke belakang bagaimana masa kecil
dan pendidikan Bambang pada saat itu. Sementara motif politik menjelaskan
bagaimana seorang walikota/kepala daerah mempunyai misi tersendiri dalam
membangun kota ini. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana visi
Bambang pada saat menjadi aktivis PRRT coba ditumpahkan pada saat
menjabat sebagai walikota Surabaya.

Afiliasi politik seorang kepala daerah juga menjadi pedoman kepentingan
karena Parpol sejatinya merupakan kendaraan politik yang digunakan seorang
walikota/kepala daerah untuk maju dalam suksesi pemilihan. Dan unit analisis
yang terakhir dari realitas politik adalah konsepsi pengelolaan birokrasi. Dalam

tahapan ini, peneliti ingin lebih memfokuskan kepada bagaimana seorang
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walikota/kepala daerah dalam mengelola sebuah kota Surabaya, terlebih
dengan bentuk heterogenitas dari masyarakat kota Surabaya sendiri.

Setelah membahas mengenai realitas politik, maka akan terjadi proses
komunikasi politik yang mengahasilkan beberapa unit analisis, antara lain:
reformasi birokrasi, supremasi hukum, pelayanan publik dan stabilitas politik
lokal. Reformasi birokrasi digambarkan sebagai bentuk perubahan atau
penataan yang dilakukan oleh Bambang saat menjabat sebagai walikota
Surabaya, dengan alasan masih tingginya KKN di kalangan Pemkot Surabaya
serta adanya sisa-sisa pemikiran rezim orde baru, seperti bentuk kooptasi
seorang kepala derah terhadap instansi-instansi pemerintahan. Sementara itu, di
dalam menjalankan roda pemerintahan, supremasi hukum merupakan sebuah
kebutuhan yang menjadi batasan dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan
kota. Menurut Weber, aturan haruslah rasional, yang berarati bahwa aturan
dirancang untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Sektor pelayanan publik juga menjadi pokok pembahasan tersendiri,
karena disadari atau tidak, tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu pemimpin
pemerintahan dapat ditangkap dan dinilai oleh masyarakat luas. Sehingga pada
sektor ini, seorang walikota dituntut untuk mampu melakukan pelayanan publik
yang populis terhadap semua elemen masyarakat kota Surabaya. Dan yang
terakhir adalah stabilitas politik lokal. Pada pembahasan ini, peneliti mencoba
menggambrakan bagaimana sosok walikota dalam membangun dan
menciptakan stabilitas politik lokal. Karena, dalam peta politik lokal Surabaya,
berbagai elemen mempunyai kekuatan masing-masing yang jika pemimpin

kota tidak mampu melakukan sebuah balancing maka yang terjadi adalah
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sebuah gesekan konflik. Maka di sini dibutuhkan sosok dan peran walikota

dalam membangun stabilitas politik lokal di Surabaya.

H. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti —menggunakan pendekatan
interaksionisme simbolik. Pendekatan ini memiliki tiga premis utama, yaitu:
pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu (benda, orang atau ide) atas
dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu. Kedua, makna tentang
sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi melalui proses interaksi
dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pemaknaan terhadap sesuatu dalam
bertindak atau berinteraksi tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan
melibatkan proses interpretasi®. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan
dan pemaknaan manusia terhadap sesuatu kental bersifat situasional, yaitu
bergantung pada definisi situasi yang dihadapi di tingkat interaksi itu
sendiri. Jadi, pendekatan interaksionisme simbolik berasumsi bahwa
pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran’.

Pendekatan interaksi simbolik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
memotret proses dan menggambarkan perspektif interaksi yang dilakukan
Bambang Dwi Hartono sebagai individu, dalam melakukan interaksi dengan
individu lain dan lingkungan sekitarnya. Sehingga yang terjadi adalah
asumsi terhadap pengalaman Bambang Dwi Hartono yang ditengahi oleh

penafsiran.

¢ M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Yakarta: Kencana, 2010), him. 45.
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2006), him. 17.
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Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau
berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi
objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai
suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi,
situasi ataupun fenomena tertentu®.

2. Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian dalam hal ini adalah terkait dengan lingkungan
sekitar latar penelitian dan orang-orang yang ditunjuk oleh peneliti dan
dianggap memiliki pengetahuan luas yang memadai terkait dengan obyek
penelitian. Adapun subyek penelitian adalah Bambang Dwi Hartono, Kemas
Eka Saktiawan, dan Achmad Saiful Chalim.

Obyek penelitian ini membahas tentang Komunikasi Politik Walikota
Bambang Dwi Hartono.

Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintahan Kota Surabaya, di
jalan Taman Surya. Lokasi penelitian dilakukan di tempat tersebut karena
peneliti ingin mencari data yang benar-benar bersumber dari subyek
penelitian sehingga tingkat validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah pokok yang akan dicari dalam sebuah penelitian.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah
data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumbernya, yaitu

orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut

® M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2010), him. 68.
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sebagai key informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
sumber kedua atau sumber sekunder’. Data sekunder merupakan data yang
sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi seperti literatur,
majalah, artikel, dan internet maupun sumber kedua seperti Ormas dan
KNPI kota Surabaya.

Sumber data adalah orang yang akan dijadikan informan dalam
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang
mana peneliti ingin menentukan informan yang didasarkan pada kriteria
pokok penelitian guna menggali data dan informasi berdasarkan tema
penelitian. Penentuan jumlah informan tergantung dari tepat tidaknya
pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena yang
diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data berasal dari sumber
tertulis dan foto. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah,
sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sementara sumber
foto berasal dari foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh
peneliti sendiri.

4. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan tahapan penjajakan penelitian lapangan yang
mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rancangan penelitian
Pada tahap ini peneliti membuat usulan berbentuk proposal penelitian

dan juga menentukan planning ke depan.

? M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press,
2001), hlm. 128.
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2) Memilih lapangan penelitan

Lapangan penelitian pada penelitian ini adalah kantor Pemerintahan
Kota Surabaya.

3) Mengurus perizinan

Peneliti mengumpulkan proposal penelitian kepada program studi
Ilmu Komunikasi guna mendapat draf izin penelitian, setelah
mendapat surat izin penelitian dari pihak Fakultas Dakwah, peneliti
membawa ke kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk meminta izin

dalam melakukan penelitian.

4) Menentukan informan

Pada tahap ini peneliti harus bisa menentukan kira-kira siapa saja yang
dijadikan informan (orang-orang yang sekiranya berkompetensi untuk
memberikan informasi dan faham tentang situasi dan kondisi latar
penelitian).

5) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Hal ini penting ketika peneliti ingin melakukan wawancara,
pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Karena peneliti harus
menyiapkan beberapa alat seperti bolpoin, book note, tape recorder,
video dan kaset recorder serta kamera, untuk mencatat hasil
wawancara dengan baik dan memudahkan peneliti dalam mengingat

atau mereka ulang hasil wawancara yang didapat.

b. Tahap lapangan

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah bentuk persiapan diri

yang dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data dengan wawancara.
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c. Penulisan laporan

Penulisan laporan dilakukan sebagai hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh peneliti terkait dengan tema penelitian yang disusun secara
sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau
dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Hal ini dilakukan peneliti
untuk mencari data yang lebih valid berupa kliping, dokumen pemerintah
kota, foto, buletin maupun data yang tersimpan di server, website, dan
flashdisk.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif selalu bersifat induktif.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung secara
bersamaan dengan cara reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan
verifikasi.

Teknik analisis data dalam hal ini menggunakan teknik analisis

domain (Domain Analysis). Teknik ini digunakan untuk menganalisis
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gambaran-gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat
permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis
hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran
seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail
unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Perpanjangan masa penelitian

Penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang relatif lama, jika
kebutuhan data penelitian dirasa kurang, maka peneliti akan memperpanjang
keterlibatannya dalam latar penelitian untuk melengkapi data dan kroscek
data.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi
dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau
tentratif, dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang
sangat relevan dengan persoalan yang sedang diteliti.

c. Diskusi dengan pakar

Diskusi dengan pakar dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang belum
diketahui oleh peneliti mengenai proses penelitian komunikasi. Hal ini
dilakukan mengingat kompetensi dana kapabilitas pakar dalam bidang ilmu
komunikasi, khususnya kajian mengenai komunikasi politik. Selain itu,
langkah ini dilakukan untuk meminta saran dan masukan guna memperbaiki

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diskusi dengan pakar dilakukan
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peneliti dengan pak Choirul Arif, sebagai langkah untuk menambah modal
wawasan tentang penelitian ini.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan untuk mengetahui hal-hal
(data) yang belum diteliti oleh peneliti, bisa juga dijadikan sebagai tambahan
tentang penjabaran data di lapangan dan sebagai pembanding antara data
satu dengan yang lain. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah
masukan selama proses penelitian. Diskusi dengan teman sejawat dilakukan
peneliti dengan Joko Susilo, untuk menambah pengetahuan tentang
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

e. Triangulasi

Triangulasi dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-
perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data
tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan
kata lain peneliti dapat melakukan “check and richeck” temuan dengan cara
membandingkan, yaitu:

1) Konfirmasi dengan sumber, yang mana membandingkan dengan
mencoba kroscek derajat kepercayaan.

2) Triangulasi dengan teori, sebagai penjelasan banding (rival
explanations), apakah teori yang digunakan sudah cocok atau tidak dan

teori ini juga dapat diketahui apa kelebihan dan kekurangannya.
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I. Sistematika Pembahasan

BABI

BAB II

BAB Il

BAB IV

BABYV

: PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang di
dalamnya terdapat latar belakang, rumusan, tujuan dalam
penelitian. .

: KAJIAN TEORETIS
Pada bab ini berisi tentang teori yang dihasilkan guna membahas

keterkaitan antara judul penelitian dan teori yang digunakan.

: PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum subyek, obyek dan
lokasi penelitian. Dan sebagai deskripsi data-data yang

diperoleh dalam penelitian.

: ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data yang diperoleh dalam
penelitian, kemudian dijabarkan dan disajikan sehingga dapat

dihasilkan bentuk pola, tema dan kecenderungan.

: PENUTUP

Pada bab ini berisi rangkuman dari keseluruhan fokus penelitian.



